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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, UNCLOS 1982 sudah 

mengatur secara umum mengenai perusakan lingkungan hidup (marine area) 

dan bagaimana penegakan hukumnya. Tetapi di dalam UNCLOS terkait dengan 

implementasi penegakan hukumnya harus tetap mengikuti perundang-undangan 

dari Negara yang bersangkutan. Dalam hal ini juga, Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dam Ekosistemnya masih menjadi bekal utama bagi Pemerintah 

Indonesia dalam penyelesaian kasus ini, hanya saja Pemerintah Indonesia masih 

dinilai tidak tegas dalam menyelesaikan kasus Caledonian Sky  ini. 

       Kemudian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam 

menentukan klaim masih mengalami beberapa kendala antara lain, kapal inggris 

tersebut berbendera Bahama, nahkoda yang berpaspor inggris dan adanya 

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Kunjungan Kapal Wisata 

(Yacht) Asing Ke Indonesia yang masih belum mengatur segi administarsi dan  

sanksi apalagi melanggar ketentuan-ketentuan tersebut oleh suatu kapal asing 
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yg masuk ke Indonesia, sehingga terkesan sulit untuk menentukam kesalahan 

Caledonian Sky sehingga Indonesia dapat segera menegakkan hukum yang ada. 

Selain itu, pihak asuransi kapal Caledonian Sky dan pemerintah Indonesia 

belum menemukan kecocokan pada nilai klaim dalam kasus ini yang 

menyebabkan pihak asuransi menjadi berkelit. Sedangkan, di dalam 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang berwenang 

dalam menangani kasus ini masih dalam proses pengumpulan data untuk 

mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak MV Caledonian Sky. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan 

seperti ini, karena banyaknya pihak yang di rugikan yaitu para nelayan 

yang kehilangan pekerjaannya untuk waktu yang cukup lama. Serta 

Pemerintah Indonesia dapat mengkaji kembali setiap peraturan perundang-

undangan yang ada di dalam setiap penyelesaian permasalahan-

permasalahannya. Karena perundang-undangan yang dimiliki Indonesia 

sudahlah memadai, hanya saja harus lebih terinci agar lebih menjadi lebih 

jelas. Dalam hal ini juga masih diperlukannya peraturan yang mengatur 

tentang kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia secara menyeluruh 

terutama mengenai sanksi dan besaran kapal yang diperbolehkan masuk ke 

wilayah tertentu di Indonesia ataupun tidak boleh, mengingat harus 
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dilakukannya upaya pencegahan dari pemerintah agar kejadian seperti ini 

tidak terulang. Selain itu, perlunya pemerintah melakukan evaluasi sistem 

kesyahbandaran agar menjadi lebih baik dan perlunya evaluasi terhadap 

pemerintah provinsi maupun kabupaten dikarenakan kapal yang tidak 

dipantau atau diawasi oleh pihak berwenang menjadi bentuk kelalain, atau 

mungkin kesengajaan. 

2. Indonesia dapat menguatkan kerjasama regional oleh negara-negara yang 

peduli terhadap eksistensi terumbu karang. Seperti contohnya 

memaksimalkan keikutsertaan Indonesia dalam Coral Triangle 

Initiative (CTI) 
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